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Abstrak
 

Tesis ini mengkaji kewajiban hukum internasional yang dimiliki oleh negara kepulauan terhadap kerangka

kapal perang asing yang terdampar atau tenggelam di wilayah kedaulatannya. Permasalahan ini penting

mengingat kompleksitas hukum maritim dan lingkungan yang berkaitan dengan penanganan bangkai kapal

perang, yang dapat memiliki implikasi politik dan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini adalah

penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi

dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah

analisis isi (content analysis). Pendekatan hukum internasional untuk menganalisis kewajiban negara

kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS 1982) serta

praktik dan kebijakan yang relevan. Selain itu, tesis ini juga mengeksplorasi kasus-kasus studi dan tinjauan

literatur untuk memahami bagaimana negara-negara kepulauan menghadapi tantangan dalam mengelola

kerangka kapal perang asing sesuai dengan kewajiban mereka dalam menjaga keamanan maritim dan

melindungi lingkungan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kerangka kapal perang asing

oleh negara kepulauan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga berhubungan dengan aspek

politik, lingkungan, dan keamanan regional. Implikasi dari kajian ini memberikan wawasan yang mendalam

terhadap bagaimana negara kepulauan dapat memperkuat kerangka regulasi dan praktik yang efektif dalam

menghadapi tantangan tersebut, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban mereka dalam konteks

hukum laut internasional.

......This thesis examines the international legal obligations of archipelagic states concerning the remains of

foreign warships that have run aground or sunk in their sovereign territory. This issue is significant due to

the complexity of maritime and environmental law associated with the handling of warship wrecks, which

can have substantial political and environmental implications. This research is a normative study, utilizing

document study as the data collection method, which means the data used is secondary and the analytical

technique employed is content analysis. The international legal approach for analyzing the obligations of

archipelagic states is based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)

and relevant practices and policies. Additionally, this thesis explores case studies and literature reviews to

understand how archipelagic states address the challenges of managing foreign warship remains in line with

their obligations to ensure maritime security and protect the marine environment. The research findings

indicate that the handling of foreign warship remains by archipelagic states is not only a legal obligation but

also relates to political, environmental, and regional security aspects. The implications of this study provide

deep insights into how archipelagic states can strengthen regulatory frameworks and effective practices to

address these challenges, considering their rights and obligations within the context of international

maritime law.
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